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Abstrak 

Masalah kemiskinan menjadi perhatian utama bagi pemerintah. Kualitas pendidikan dan 

kesehatan merupakan salah satu kemampuan dan keterampilan yang akan meningkatkan 

kapasitas untuk berproduksi yang pada akhirnya dapat mengembangkan kapasitas diri 

dalam meningkatkan kapasitas ekonomi suatu negara. Tujuan dari penelitian ini yaitu 

menganalisis kebijakan program pendidikan dan kesehatan terhadap tingkat kemiskinan 

di Indonesia. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian 

menunjukkan hubungan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap kemiskinan 

adalah tidak signifikan. Sementara hubungan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan 

terhadap kemiskinan adalah signifikan. Secara simultan variabel pendidikan dan 

kesehatan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kemiskinan. Variabel 

pendidikan memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap variabel kemiskinan. 

Artinya, ketika terjadi peningkatan pengeluaran pada sektor pendidikan akan mengurangi 

kemiskinan. Kemudian hasil estimasi juga menunjukkan bahwa variabel kesehatan 

memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Artinya hasil 

tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran sektor kesehatan tidak mampu 

mengurangi kemiskinan di Indonesia. 

Kata Kunci: kemiskinan; pendidikan; kesehatan; kebijakan publik; program 

jel classification: h51, h52, i38. 

Abstract 

Geothermal Power Plant is a power plant that utilizes geothermal fluids as its main 

source. Pressure Loss is a description of pressure loss at a point in the pipe caused by 

elevation. With the loss of pressure from pond to pond has elevation, a pump is needed to 

increase fluid flow. The pump used is a stage 7 pump. Therefore, a pressure loss analysis 

was carried out from pond to pond (balong) using the Harrison-Freeston correlation 

method to determine how much pressure loss was significant. From this method, that for 

the initial pressure in the injection well is 21 bar and for the pressure loss value of 

0.06025481 bar. 

Keywords: poverty; education; health; public policy; program jel classification: h51, 

h52, i38. 

 

 

 



 

 

PENDAHULUAN 
Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang dihadapi negara-negara di seluruh 

dunia terutama di negara berkembang. Menurut Kuncoro (1977), ketidakmampuan untuk 

memenuhi standar hidup minimum disebut kemiskinan. Sedangkan, Badan Pusat Statistik (BPS) 

Indonesia mendefinisikan miskin adalah suatu kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang 
dialami oleh seseorang atau rumah tangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal 

atau layak bagi kehidupannya. Menurut Amartya Sen (2000), masalah kemiskinan yang 

melingkupi negara berkembang disebabkan karena kemerdekaan yang dibatasi. Kemerdekaan 

individu yang terpasung karena sistem politik menyebabkan rakyat banyak tidak dapat 
menyuarakan penderitaannya. Rakyat banyak tidak mempunyai kesempatan untuk 

mengembangkan apa yang disebut depresiasi dari potensi kemampuan rakyat.  

 Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan tingkat pertumbuhan 
penduduk yang meningkat setiap tahunnya. Dampak dari pertumbuhan penduduk di Indonesia 

salah satunya adalah kemiskinan. Masalah kemiskinan menjadi perhatian utama bagi pemerintah. 

Hal ini dikarenakan bahwa pemerintah sadar akan adanya kegagalan untuk mengatasi masalah 
kemiskinan yang timbul. Sehingga, akan menimbulkan masalah lain yaitu masalah sosial, 

ekonomi, dan politik. Penyebab kemiskinan adalah kurangnya pendapatan dan asset untuk 

memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, kesehatan dan pendidikan.  

 Salah satu kriteria dari kemiskinan yang umum digunakan dan diterima secara luas adalah 
rendahnya pendapatan karena pendapatan mencerminkan standar rill masyarakat. Standar hidup 

rill masyarakat menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa 

pendapatan merupakan kriteria tingkat kesejahteraan masyarakat (Mubyarto, 1996). Akan tetapi, 
tinggi rendahnya pendapatan masyarakat tidak akan maksimal apabila tidak disertai dengan sumber 

daya manusia yang berkualitas. Dengan demikian, peningkatan kualitas sumber daya manusia 

harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat 
diupayakan melalui peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat.  

 Pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan merupakan dua pilar untuk membentuk 

modal manusia (human capital) dalam pembangunan ekonomi yang tidak lain merupakan investasi 

dalam jangka panjang. Tercapainya tujuan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan pada 
gilirannya dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas masyarakat, dimana pertumbuhan 

produktivitas tersebut merupakan motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan 

masyarakat itu sendiri. Dengan demikian pada hakekatnya seseorang yang memiliki produktivitas 
yang tinggi maka akan terhindar dari kemiskinan. (Mulyadi, 2003). Pemerintah selalu melakukan 

upaya agar kemiskinan dapat berkurang. Salah satu faktor yang mendasari kebijakan ini adalah 

perbaikan kesehatan yang secara tidak langsung akan meningkatkan produktivitas golongan 

miskin.  
 Kebijakan dan program yang diberikan pemerintah berupa bantuan langsung dan tidak 

langsung. Bantuan langsung yang dimaksud adalah pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) 

dan Beras Miskin (Raskin). Sedangkan, untuk bantuan tidak langsung berupa program Jaminan 
Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), program Inpres Desa Tertinggal (IDT), Dana Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS), dan KIP Kuliah. Berbagai upaya telah dilakukan, namun hasilnya 

masih nihil untuk mengatasi masalah kemiskinan secara menyeluruh. Persentase jumlah penduduk 
miskin di Indonesia berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar 10,14 persen dari total 

populasi nasional pada Maret 2021.  

 Angka ini hanya turun 0,05% dibandingkan dengan September 2020 yang sebesar 10,19 

persen. Sementara jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya meningkat 0,36 persen dari 9,78 
persen. Kemiskinan tertinggi terjadi di Pulau Maluku dan Papua sebesar 20,66 persen. Selanjutnya, 

kemiskinan tertinggi kedua berasal dari Bali dan Nusa Tenggara 13,84 persen, Sulawesi 10,29 

persen, dan Sumatera 10,15 persen. Sementara persentase paling rendah terdapat di Pulau Jawa dan 
Kalimantan dengan persentase kemiskinan masing-masing 9,67 persen dan 6,09 persen. 

Berdasarkan wilayah, kemiskinan di perdesaan lebih tinggi dibanding perkotaan. Angka 

kemiskinan di perdesaan mencapai dua digit, yaitu 13,1 persen.  
 Sementara diperkotaan sebesar hanya 7,89 persen. Seperti yang telah dijelaskan 



 
 

sebelumnya, bahwa tingkat kemiskinan yang tinggi ini bisa disebabkan oleh rendahnya kesehatan 

dan pendidikan masyarakat di dalam suatu negara. Data jumlah penduduk miskin di Indonesia 
selama kurun waktu 5 tahun yaitu dari tahun 2015 – 2019 mengalami penurunan. Pada tahun 2015 

jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 28.514 orang dan terus mengalami penurunan. 

Namun, mulai tahun 2016 sampai 2019 jumlah penduduk miskin di Indonesia terus mengalami 

penurunan. Sampai pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin sebesar 24.786 orang.  
 Pada Maret 2019 menurut Badan Pusat Statistik (BPS), standar garis kemiskinan 

masyarakat Indonesia adalah Rp 425.250 perkapita per bulan. Dimana, garis kemiskinan makanan 

Rp 313.232 (73,66 persen) dan garis kemiskinan bukan makanan Rp 112.018 (26,34 persen). Hal 
tersebut menunjukkan bahwa orang miskin Indonesia memiliki pendapatan sebesar Rp 14.175 

setiap harinya atau sekitar 1 dollar AS. Kemiskinan selalu dikaitkan dengan masalah 

ketidakmampuan masyarakat untuk mencapai pendidikan yang lebih tinggi (Nazara Suahasil. 

2007). Hal ini dikarenakan biaya yang sangat tinggi dalam pendidikan seperti halnya, biaya uang 
buku dan seragam sekolah serta perlengkapan sekolah lainnya. Keberhasilan upaya peningkatan 

kualitas pendidikan dapat dilihat dari kondisi output pendidikan dengan indikatornya antara lain 

adalah persentase penduduk Indonesia yang mampu membaca dan menulis (angka melek huruf).  
 Angka Melek Huruf (AMH) penduduk Indonesia mengalami peningkatan. AMH 

Indonesia pada tahun 2020 sebesar 99,78 persen. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun 

sebelumnya, AMH penduduk Indonesia mengalami peningkatan dan bertambah sebesar 0,02 
persen dibanding tahun 2019. Rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk Indonesia selama kurun 

waktu 5 tahun terakhir (2015-2019) selalu mengalami peningkatan. Dimana, pada tahun 2015 RLS 

penduduk Indonesia sebesar 7,84 persen dan terus meningkat sampai tahun 2019 sebesar 8,34 

persen. Selain Angka Harapan Hidup, kualitas Pendidikan di Indonesia dapat diukur melalui Angka 
Melek Huruf (AMH). AMH di Indonesia pada 2019 mencapai 99,76 persen, naik dari tahun 

sebelumnya yang sebesar 99,71 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan dasar atau 

program keaksaraan di Indonesia sudah efektif dalam menghapuskan buta huruf. Indikator lain 
selain Pendidikan yang berpengaruh terhadap kemiskinan di suatu negara adalah kesehatan.  

 Status kesehatan yang rendah disebabkan karena adanya penyediaan layanan kesehatan 

yang tidak memadai dalam suatu wilayah. Hal ini dapat diartikan bahwa kesehatan yang buruk 
akan menyebabkan turunnya kualitas sumber daya manusia (SDM). Produktivitas sumber daya 

manusia (SDM) menurun yang pada akhirnya menciptakan kemiskinan. Berdasarkan World Bank 

(2002), kemiskinan dan kesehatan merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Hubungan ini 

dapat dinyatakan bahwa kemiskinan dapat menyebabkan kesulitan dalam mengakses layanan 
kesehatan. Jumlah Puskesmas di Indonesia pada 2019 ada 10.134.  

 Jumlah tersebut mengalami kenaikan dibanding dengan tahun sebelumnya. Namun, 

jumlah tersebut masih dibilang tergolong sedikit mengingat jumlah penduduk Indonesia yang 
mencapai 270,2 juta. Seharusnya, idealnya puskesmas yang dimiliki harus sebanyak 16.875 

puskesmas. Hal tersebut membuktikan bahwa Fasilitas kesehatan yang merupakan garda terdepan 

untuk menangani permasalahan Kesehatan, memiliki jumlah yang masih terbatas dan 

keberadaannya tidak merata. Profil Kesehatan Indonesia tahun 2019 diketahui bahwa dalam kurun 
2015 – 2019, jumlah Puskesmas meningkat dengan rata-rata 95 Puskesmas per tahun. Adapun, 

pertumbuhan tertinggi tahun 2018 sekitar 1,7 persen. Meski demikian, pertumbuhan puskesmas 

dari tahun 2015 hingga 2019 hanya 3,7 persen (9.754 puskesmas ke 10.134 puskesmas), sangat 
jauh dibanding pembangunan Rumah Sakit (RS). Pada periode yang sama mencapai 21,02 persen 

(1.093-1.384 RS).  

 Pelayanan Kesehatan sangat berpengaruh pada tingkat kesehatan masyarakat Indonesia. 
Gambaran mengenai kualitas kesehatan masyarakat dapat dilihat dari angka harapan hidup dan 

angka kesakitan. Kualitas kesehatan penduduk Indonesia yang dilihat menurut angka harapan 

hidup (AHH) mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat. Penduduk Indonesia pada tahun 

2019 memiliki nilai AHH sebesar 73.3 persen bagi perempuan dan 69,4 persen bagi laki-laki. Nilai 
tersebut mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Berdasarkan informasi mengenai 

Angka Harapan Hidup (AHH), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), dan Angka Melek Huruf (AMH), 

tingkat kemiskinan di Indonesia cenderung mengalami penurunan selama periode tahun 2015-



 

 

2019.  

 Hal ini dikarenakan tingkat kesehatan dan pendidikan cenderung mengalami peningkatan. 
Peningkatan tersebut dapat dilihat dari derajat kesehatan masyarakat yang membaik didasarkan 

pada angka harapan hidup dan angka kesakitan mengalami perubahan tiap tahunnya. Kualitas 

pendidikan dan kesehatan merupakan salah satu kemampuan dan keterampilan yang akan 

meningkatkan kapasitas untuk berproduksi yang pada akhirnya dapat mengembangkan kapasitas 
diri dalam meningkatkan kapasitas ekonomi suatu negara. Pendidikan yang rendah tentunya akan 

mengakibatkan ketidakmampuan untuk mengembangkan diri dan menyebabkan sempitnya 

peluang dalam mendapatkan pekerjaan.  
 Pendidikan penting untuk meningkatkan kompetensi manusia (Sen, 1999). Dengan 

pendidikan yang baik, setiap orang memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan, mempunyai 

pilihan untuk mendapat pekerjaan, dari menjadi lebih produktif sehingga dapat meningkatkan 

pendapatan. Dengan demikian pendidikan dapat memutus mata rantai kemiskinan dan 
menghilangkan eksklusi sosial, untuk kemudian meningkatkan kualitas hidup dan mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat. 

 

METODE PENELITIAN 
Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah sumber 

data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa arsip yang 

dipublikasikan. Data sekunder didapatkan melalui web atau laman Badan Pusat Statistik dan publikasi 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Data yang digunakan adalah data panel selama 5 

tahun yaitu dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Pemilihan data sekunder dalam penelitian berdasarkan 

pertimbangan bahwa pengukuran dari variabel yang digunakan lebih relevan jika menggunakan data yang 

telah tersedia di laman resmi Badan Pusat Statistik. Selain itu, data yang dibutuhkan juga hanya dimiliki 

oleh instansi resmi dibawah naungan pemerintah sehingga tidak memungkinkan jika menggunakan data 

primer. 

Variabel Penelitian 

a. Kemiskinan 

Kemiskinan dalam penelitian ini ditetapkan sebagai variabel dependen (Y). Definisi kemiskinan 

adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf 

kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisik dalam kelompok 

tersebut. Kemiskinan adalah kondisi ketika seseorang tidak dapat mempertahankan skala hidup yang 

cukup tinggi untuk memberikan efisiensi fisik dan mental untuk memungkinkan dia dan keluarganya 

menjalankan fungsi sebagaimana mestinya sesuai dengan standar masyarakat baik karena pendapatan 

yang tidak memadai ataupun pengeluaran yang tidak bijaksana. Variabel kemiskinan dalam penelitian ini 
diukur dengan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Data yang digunakan adalah jumlah penduduk 

miskin dari tahun 2015 – 2019 yang termuat dalam website resmi BPS. 

b. Kebijakan Program Pendidikan 

Variabel kebijakan program pendidikan dalam penelitian ini ditetapkan sebagai variabel penjelas 

atau independen (X1). Riant Nugroho (2008: 35 – 36) mengatakan bahwa kebijakan pendidikan adalah 

kebijakan publik bidang pendidikan. Kebijakan pendidikan berkenaan dengan kumpulan hukum atau 

aturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan, yang tercakup di dalamnya tujuan pendidikan dan 

bagaimana mencapai tujuan tersebut. 

Variabel kebijakan program pendidikan dalam penelitian ini diukur melalui pengeluaran atau 

anggaran negara terfokus pada sektor pendidikan yang terdapat pada APBN. Data yang digunakan adalah 

data anggaran negara bidang pendidikan dari tahun 2015 – 2019 yang termuat dalam APBN. 

c. Kebijakan Program Kesehatan 

Variabel kebijakan kesehatan dalam penelitian ini dinotasikan sebagai variabel penjelas atau 

variabel independen (X2). Definisi kebijakan dalam bidang kesehatan dapat diartikan sebagai kebijakan 

yang bertujuan memberi dampak positif terhadap kesehatan populasi (de Leeuw:1989). Setiap negara 

memiliki berbagai kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu,salah satunya kebijakan dalam bidang 

kesehatan. Variabel kebijakan kesehatan dalam penelitian ini diukur melalui pengeluaran atau anggaran 

negara terfokus pada sektor kesehatan yang terdapat pada APBN. Data yang digunakan adalah data 

anggaran negara bidang kesehatan dari tahun 2015 – 2019 yang termuat dalam APBN. 



 
 

d. Model Penelitian 

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi linear berganda dengan persamaan 

sebagai berikut: Y = β0 + β1X1 + β2X2 + u. Dimana: Y = Tingkat kemiskinan (Ribu Jiwa), β0 = 

Konstanta, β1 dan β2 = Koefisien, X1 = Kebijakan program pendidikan (Milliar Rupiah), X2 = Kebijakan 

program kesehatan (Milliar Rupiah) dan u = error. 

e. Alat Analisis 

Alat analisis yang digunakan adalah OLS (Ordinary Least Square). OLS dipilih sebagai alat 

analisis dalam penelitian ini, karena alat analisis ini merupakan salah satu yang paling relevan dalam 

melakukan regresi pada model regresi linear berganda sesuai dengan model penelitian ini yaitu untuk 

menganalisis pengaruh kebijakan program kesehatan dan program pendidikan terhadap tingkat 

kemiskinan di Indonesia. Hasil estimasi didapatkan dengan menggunakan uji Hausman (Hausman Test) 

serta uji Chouw (Chouw Test). Uji Hausman adalah pengujian statistik digunakan untuk memilih model 

terbaik antara Fixed Effect Model, Random Effec Model, atau Common Effect Model. Dengan demikian, 

berdasarkan hasil estimasi yang dilakukan, maka model yang dipilih adalah Fixed Effect Model (FEM). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Asumsi Klasik 

a. Multikolinearitas 
Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas 

saling berhubungan secara linear dalam model persamaan regresi yang digunakan. Dalam 

penelitian ini, uji multikolinearitas dilakukan berdasarkan nilai dari Variance Inflation Faktor 
(VIF). Ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas manakah yang dijelaskan oleh variabel 

bebas lainnya. Jika nilai VIF < 10, maka menandakan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas, 

dan sebaliknya. Apabila nilai VIF > 10, maka dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan 

mengandung gejala multikolinearitas. Berdasarkan tabel dibawah maka VIF < 10 atau 0.971531 
< 10 sehingga data pada penelitian ini terbebas dari multikolinearitas. 

Tabel 1. Uji Multikolinearitas  
X1 X2 

X1 1.000000 0.971531 

X2 0.971531 1.000000 

                                    Sumber: Diolah Penulis (Eviews) 

b. Heteroskedastisitas 
Heteroskedastisitas itu penyimpangan klasik, dikarenakan adanya ketidaksamaan varian 

dari residul untuk semua pengamatan pada model regresi. Syarat yang harus dipenuhi adalah jika 

nilai Prob. < 0,05 maka terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model penelitian. Jika nilai Prob. 

Chi-Square > 0,05 maka tidak ada gejala heteroskedastisitas dalam model penelitian. Uji 
heteroskedastisitas pada kali ini menggunakan Uji Glejser. Pada tabel 2, dapat diketahui bahwa 

nilai Prob. variabel X1 sebesar 0,3672. Jika menggunakan syarat seperti yang sudah dijelaskan 

sebelumnya menjadi 0,3672 > 0,05 artinya tidak ada penyimpangan heteroskedastisitas dalam 
model yang sedang diteliti. Nilai Prob. variabel X2 sebesar 0,1079. Jika menggunakan syarat 

seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya menjadi 0,1079 > 0,05 artinya tidak ada penyimpangan 

heteroskedastisitas dalam model yang sedang diteliti. 

Tabel 2. Uji Heteroskedastisitas 

 
Sumber: Diolah Penulis (Eviews) 

Teknik estimasi model regresi data panel yang digunakan adalah metode Ordinary Least 
Square (OLS), yaitu Fixed Effect Model (FEM). Berdasarkan hasil Hausman test dan Chow test 

didapatkan hasil Fixed Effect Model (FEM) lebih baik untuk digunakan daripada Random Effect 

Model (REM) dan Common Effect Model (CEM). Hasil uji Hausman didapatkan untuk 



 

 

menentukan FEM atau REM yang paling tepat untuk digunakan. Syarat dalam Hausman Test 

adalah jika Prob. > α maka REM lebih baik untuk digunakan; Jika Prob. < α maka FEM lebih 
baik untuk digunakan.  

Berdasarkan Tabel Hausman Test, dapat dilihat bahwa nilai Prob. Cross-section random 

yaitu sebesar 0.0000 ≤ 0.05 maka FEM lebih baik digunakan pada model ini. Kemudian, Hasil 

uji Chow didapatkan untuk menentukan FEM atau CEM yang paling tepat untuk digunakan. 
Syarat dalam Hausman Test adalah jika Prob. > α maka CEM lebih baik untuk digunakan; Jika 

Prob. < α maka FEM lebih baik untuk digunakan. Berdasarkan Tabel Chow Test, dapat dilihat 

bahwa nilai Prob. Cross-section F yaitu sebesar 0.0000 < 0.05 maka model yang lebih baik untuk 
digunakan adalah FEM. 

Tabel 3. Fixed Effect Model 

 
Sumber: Diolah Penulis (Eviews) 

Hasil uji t menggunakan pendekatan Fixed Effect Model atau FEM. Syarat yang harus 
dipenuhi dalam menggunakan Uji t adalah apabila p-value > α, maka H0 diterima dan Ha ditolak; 

apabila p-value < α, maka H0 ditolak dan Ha diterima. Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa 

variabel X1 (Pendidikan) dengan p-value lebih kecil daripada nilai α, yaitu sebesar 0.0000 < 0.05, 

maka H0 ditolak dan Ha diterima. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan pengeluaran pemerintah 
sektor pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Sementara itu, variabel X2 

(Kesehatan) dengan p-value lebih kecil daripada nilai α, yaitu sebesar 0.0000 < 0.05, maka H0 

ditolak dan Ha diterima. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan pengeluaran pemerintah sector 
kesehatan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.  

Hasil Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh seluruh variabel bebas secara bersama-

sama (simultan) terhadap variabel terikat. Syarat yang harus dipenuhi dalam menggunakan Uji t 

adalah apabila p-value > α, maka H0 diterima dan Ha ditolak; apabila p-value < α, maka H0 
ditolak dan Ha diterima. Menunjukkan nilai signifikansi 0.0000 < 0.05 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa variabel X1 (Pendidikan) dan X2 (Kesehatan) berpengaruh secara simultan 

terhadap variabel Y (Kemiskinan). Uji koefisien determinasi (R2) merupakan uji untuk 
mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil regresi pada 

tabel FEM menunjukkan hasil R-squared sebesar 0.997318 yang berarti bahwa variabel 

pendidikan dan variabel kesehatan dapat menjelaskan variabel kemiskinan sebesar 99.73%, 
sedangkan sisanya 0.27% dapat dijelaskan oleh variabel lain diluar model. 

Kebijakan Program Pendidikan 

Hasil estimasi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pendidikan memiliki pengaruh 

negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan, yang mana sejalan dengan penelitian yang 
dilakukan oleh (Efendi et al., 2019). Hal ini mengindikasikan adanya perubahan positif pada 

sebuah unit pendidikan akan mengurangi kemiskinan. Oleh karena itu, pendidikan merupakan 

suatu kebutuhan bagi seluruh lapisan masyarakat yang pada hakikatnya wajib disediakan oleh 
negara. Pendidikan menjadi barang mewah yang mana menjadi sulit dijangkau oleh masyarakat 



 
 

secara luas, terkhusus bagi masyarakat kurang mampu. Hal ini meningkatkan angka putus sekolah 

pada masyarakat miskin yang mana pada gilirannya berdampak pada aspek sosial, seperti adanya 
peningkatan angka pengangguran, anak jalanan, pekerja anak, dan kriminalitas. 

Jika pendidikan tidak mampu lagi menjadi pemutus rantai kemiskinan, maka anak-anak 

akan menjadi korban yang paling nyata dari dampak sosial yang ditimbulkan. Dalam jangka 

panjang lemahnya investasi sosial di bidang pendidikan tersebut, akan memperburuk keberdayaan 
masyarakat dan menghambat pembangunan kualitas sumber daya manusia. Hingga saat ini, 

Indonesia belum menempatkan pendidikan sebagai pilar pembangunan nasional. Anggaran 

pendidikan yang memadai tidak terwujud karena pada kenyataannya para penyelenggara negara 
secara kolektif tidak meyakini akan manfaat yang akan diperoleh dari pola investasi besar-besaran 

di dunia pendidikan. 

Padahal melalui pendidikan, orang akan mampu memikirkan dan berusaha untuk 

meningkatkan taraf hidupnya. Hingga saat ini, Indonesia belum menempatkan pendidikan sebagai 
pilar pembangunan nasional. Anggaran pendidikan yang memadai tidak terwujud karena pada 

kenyataannya para penyelenggara negara secara kolektif tidak meyakini akan manfaat yang akan 

diperoleh dari pola investasi besar-besaran di dunia pendidikan. Padahal melalui pendidikan, 
orang akan mampu memikirkan dan berusaha untuk meningkatkan taraf hidupnya. 

Pemerintah berupaya melalui berbagai kebijakan dalam bidang pendidikan dengan tujuan 

membangun pendidikan yang lebih baik. Upaya tersebut diwujudkan dengan alokasi anggaran 
pendidikan yang selalu meningkat dari tahun 2015-2019 seperti data APBN tahun 2019. 

Anggaran pendidikan yang selalu meningkat tersebut merupakan wujud keseriusan pemerintah 

dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Anggaran tersebut dialokasikan ke berbagai program 

yang telah dicanangkan maupun yang telah berjalan di Indonesia. Anggaran yang telah ditetapkan 
tersebut tentunya akan dialokasikan ke pusat serta daerah berdasarkan besaran tertentu yang telah 

ditetapkan. Program bidang pendidikan di Indonesia memiliki berbagai jenis, dan program 

tersebut tentunya juga dibiayai dari postur APBN. Diharapkan dengan anggaran yang semakin 
tinggi, program-program yang dijalankan akan lebih tepat sasaran untuk mencapai pemeratan 

pendidikan di Indonesia utamanya menjangkau masyarakat kurang mampu agar dapat menempuh 

pendidikan yang lebih tinggi. 
Pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi hak setiap warga negara dalam 

memperoleh layanan pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa. Dimana hal ini 

diwujudkan pemerintah dalam mencanangkan kebijakan pemerataan dan perluasan layanan 

pendidikan, yang antara lain dilakukan melalui strategi pemberian subsidi. Realisasi kebijakan 
dilaksanakan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) yang menjadi salah satu kebijakan penting 

guna menjamin pemberian akses pendidikan yang luas dan bermutu bagi seluruh lapisan 

masyarakat, terutama bagi masyarakat miskin. Program Indonesia Pintar (PIP) adalah pemberian 
bantuan tunai kepada anak usia sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu, yang ditandai 

dengan pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai kelanjutan dari Program Bantuan Siswa 

Miskin (BSM). Kartu Indonesia Pintar diberikan kepada anak usia sekolah yang berasal dari 

keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan maksud untuk menjamin seluruh 
anak usia sekolah dapat menempuh pendidikan sampai lulus ke jenjang pendidikan menengah.  

Bantuan pendidikan yang diberikan pemerintah kepada pemegang KIP berbeda-beda untuk 

tiap jenjang pendidikan, dimana untuk tingkat SD/MI/sederajat sebesar Rp225.000/semester 
(Rp450.000 per tahun); tingkat SMP/MTs/sederajat Rp375.000/semester (Rp750.000 pertahun); 

dan tingkat SMA/SMK/MA/sederajat sebesar Rp500.000/semester (Rp1.000.000 pertahun) 

sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014. Berdasarkan (Pusat Penelitian Kebijakan 
Pendidikan dan Kebudayaan, 2017) persyaratan penerima PIP yang ditentukan oleh pemerintah 

baik secara administratif maupun substantif telah efektif ditaati oleh dinas pendidikan dan juga 

kepada sekolah di lapangan. Hal ini terlihat dari sasaran penerima PIP yang secara substantif 

terbukti berasal dari keluarga miskin berpendapatan rendah, berpendidikan rendah, bekerja 
sebagai buruh, tani dan nelayan, dan sebagian memiliki bukti Kartu Perlindungan Sosial (KPS) 

dan Surat Keterangan Miskin (SKM). 



 

 

Dapat dikatakan bahwa secara umum ketepatan persyaratan PIP sudah cukup terpenuhi, 

meskipun masih terdapat hal-hal teknis dan administratif yang perlu segera diperbaiki. Namun, 
terkait dengan ketepatan jumlah penerima, hasil di lapangan menunjukan masih terdapat 

kesenjangan antara jumlah siswa miskin yang diusulkan dengan siswa penerima PIP, yang mana 

tercermin dari ketidak akuratan data Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Dapat dikatakan bahwa 

masih ada beberapa siswa yang tidak menerima dana PIP sesuai dengan jumlah dana yang 
seharusnya diterima, sehingga dana tersebut relatif belum cukup untuk memenuhi kebutuhan 

pribadi siswa secara efektif. 

Pelaksanaan PIP terkadang masih belum sesuai dengan rencana, baik dilihat dari sasaran, 
mekanisme penyaluran, besaran dana dan pemanfaatannya, serta bentuk penyimpangan lainnya. 

Kebijakan PIP dinilai efektif jika memenuhi kriteria pencapaian tujuan program yang berupa 

terlaksanakannya program pemerataan pendidikan dan perluasan akses pelayanan pendidikan 

yang bermutu, khususnya untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah, peluang keberlanjutan 
sekolah, pengurangan angka putus sekolah, dan peningkatan prestasi. Namun, berdasarkan data 

tersebut pencairan dana PIP masih belum maksimal per 2019. Dari data tersebut masih banyak 

siswa yang mendapat bantuan PIP namun juga tidak melakukan pencairan dana yang telah 
disalurkan, hal ini mengindikasikan bahwa PIP masih belum maksimal dalam pelaksanaannya 

dan masih perlu evaluasi untuk kedepannya agar lebih tepat sasaran dan lebih efektif. 

Kebijakan Program Kesehatan 
Kesehatan memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan sehingga 

kesehatan dan kemiskinan memiliki hubungan yang erat. Sama seperti hasil estimasi yang telah 

dilakukan, diketahui bahwa kesehatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

kemiskinan. Hal ini menunjukan bahwa peningkatan pada kesehatan juga menimbulkan 
peningkatan pada kemiskinan, atau dengan kata lain peningkatan kesehatan tidak mengurangi 

kemiskinan. Dapat diasumsikan bahwa terdapat dampak kesehatan terhadap kemiskinan, namun 

masih rendah akibat disparitas dari pelayanan kesehatan. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya 
ketersediaan jumlah tenaga medis terlatih yang melayani masyarakat miskin, terutama pada 

daerah pedesaan terpencil dan kepulauan. Banyak pula puskesmas yang belum memiliki tenaga 

kesehatan, yang mana artinya distribusi tenaga kesehatan belum merata. 
Serangkaian kebijakan kesehatan itu sudah tepat sasaran, akan tetapi hanya pada beberapa 

daerah saja. Benang merah ini didasari dari hasil penelitian yang dilakukan (Efendi et al., 2019) 

bahwa kesehatan memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. 

Selain itu, penelitian dari (Mardiana et al., 2018) menemukan bahwa kesehatan memiliki 
pengaruh negatif dan signifikan di Kalimantan Timur. Disisi lain, penelitian oleh (Fithri & 

Kaluge, 2017) menemukan hasil bahwa kesehatan memiliki dampak positif, namun tidak 

signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Timur. Pelaksanaan pembangunan kesehatan 
membutuhkan perubahan cara pandangan atau pola pikir dari paradigma sakit ke paradigma sehat. 

Penyebab utama dari rendahnya derajat kesehatan masyarakat miskin selain kecukupan pangan 

adalah keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan dasar, rendahnya mutu pelayanan 

kesehatan dasar, kurangnya pemahaman terhadap perilaku hidup sehat, dan kurangnya layanan 
kesehatan reproduksi. 

Selain itu jarak fasilitas pelayanan kesehatan yang jauh dan biaya yang mahal merupakan 

penyebab utama rendahnya aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan yang 
bermutu. Indikator ketiadaan akses, sebagai ukuran tingkat kesulitan menjangkau tempat layanan 

kesehatan terdekat. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat miskin sulit untuk menjangkau 

pelayanan kesehatan dan adanya kesenjangan antar wilayah dalam pelayanan kesehatan. Masalah 
lain adalah rendahnya mutu pelayanan kesehatan dasar yang disebabkan oleh terbatasnya tenaga 

kesehatan, kurangnya peralatan, dan kurangnya sarana kesehatan. Pemanfaatan pelayanan 

kesehatan oleh kelompok masyarakat miskin umumnya jauh lebih rendah dibanding kelompok 

kaya. Praktek petugas kesehatan yang paling sering dimanfaatkan oleh masyarakat miskin adalah 
bidan dan mantri karena lokasinya yang dekat dengan tempat tinggal mereka. 

Kecenderungan penyebaran tenaga kesehatan yang tidak merata dan terpusat di daerah 

perkotaan merupakan contoh nyata dari pelayanan kesehatan bermutu yang kurang maksimal. 



 
 

Masalah lain dalam perluasan akses layanan kesehatan bagi masyarakat miskin adalah rendahnya 

anggaran yang tersedia bagi pembangunan dan pelayanan kesehatan. Sehingga, penyebab utama 
dari rendahnya derajat kesehatan masyarakat miskin adalah keterbatasan akses terhadap 

pelayanan kesehatan dasar, rendahnya mutu pelayanan kesehatan dasar, kurangnya pemahaman 

terhadap perilaku hidup sehat, dan kurangnya layanan kesehatan reproduksi. Pembangunan 

kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya 
manusia. Penyebab utama dari rendahnya derajat kesehatan masyarakat miskin adalah 

keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan dasar, rendahnya mutu pelayanan kesehatan 

dasar, kurangnya pemahaman terhadap perilaku hidup sehat, dan kurangnya layanan kesehatan 
reproduksi. 

Berdasarkan data anggaran kesehatan APBN 2019, dapat dilihat bahwa anggaran 

pemerintah di bidang kesehatan juga menjadi salah satu prioritas. Terlihat bahwa anggaran 

kesehatan di Indonesia tahun 2015-2019 selalu mengalami kenaikan. Anggaran tersebut tentunya 
merupakan sebuah upaya yang dilakukan pemerintah guna meningkatkan taraf kesehatan 

masyarakat Indonesia. Kesehatan menjadi faktor yang penting dalam pelaksanaan sebuah negara. 

Dengan tingkat kesehatan yang baik, produktivitas masyarakat tentunya juga akan meningkat. 
Anggaran kesehatan melalui APBN akan dialokasikan ke pusat serta ke daerah di seluruh 

Indonesia. Tidak hanya bidang pendidikan, bidang kesehatan tentunya juga mengusung program-

program yang dibiayai oleh APBN guna mencapai tujuan kesehatan utamanya kesehatan 
masyarakat. Selain program kesehatan, anggaran kesehatan juga digunakan untuk membiayai hal-

hal teknis diluar program seperti tenaga medis. 

Melihat urgensi dalam hal kesehatan, pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan 

bagi warga negaranya, terutama penduduk miskin dan rentan terhadap penyakit tertentu. Salah 
satu bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah adalah dengan memberikan jaminan sosial 

dalam bentuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Program ini merupakan bentuk 

reformasi dibidang kesehatan yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan biaya kesehatan dan 
mutu pelayanan yang tidak terkendali. Program JKN diharapkan mampu memberikan proteksi 

kesehatan kepada masyarakat, dapat berperan dalam meringankan beban finansial bagi 

masyarakat yang sakit sehingga mampu mengurangi kerentanan masyarakat dari kemiskinan, 
dapat meningkatkan akses kesehatan sehingga dapat menurunkan ketimpangan di Indonesia, serta 

dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. 

Berdasarkan data BPJS (2019) jika melihat aspek cakupan kepesertaan dari awal penerapan 

sistem JKN, yakni dari tahun 2014 – 2019, perkembangan jumlah peserta JKN menunjukkan 
peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2014 jumlah peserta masih berkisar 133,4 juta jiwa atau 

sekitar 49,3 persen dari total penduduk di Indonesia dan per tanggal 31 Oktober 2019 meningkat 

menjadi 222,2 juta jiwa atau lebih dari 83,8 persen dari total penduduk di Indonesia. Jika melihat 
target yang dicanangkan pemerintah tahun 2019, yaitu pencapaian Universal Health Coverage 

(UHC) dengan cakupan kepesertaan minimal 95 persen atau 257,5 juta jiwa dari total penduduk 

Indonesia. Berdasarkan hal itu, capaian kepesertaan jaminan kesehatan yang ada saat ini belum 

maksimal (Kemenkes, 2019). Namun, data tersebut tidak menyebutkan peserta JKN berasal dari 
kalangan masyarakat menengah atau masyarakat miskin. Sehingga hasil regresi yang sudah diolah 

oleh penulis sudah menggambarkan kenyataan yang ada di lapangan. 

Persoalan defisit dalam pelaksanaan JKN menunjukkan ketimpangan antara manfaat yang 
ditargetkan dan biaya yang harus dibayar oleh anggaran negara serta dana kepesertaan masyarakat 

yang tidak signifikan. Hal ini menunjukan adanya ketimpangan dan ketergantungan sebagian 

peserta yang tidak bekerja (dan disubsidi pemerintah) terhadap peserta lain yang bekerja (tidak 
disubsidi pemerintah). Diperlukan sosialisasi tentang transparansi sistem JKN, terlebih lagi 

mengenai bagaimana iuran peserta JKN yang digunakan untuk dirinya sendiri dan orang lain 

sehingga mencegah terjadinya informasi asimetri. Seiring berjalannya waktu, stigma yang ada di 

dalam masyarakat tentang “rugi membayar iuran jika tidak sakit” pun dapat dihilangkan. 
 

 

 



 

 

KESIMPULAN 
Masalah kemiskinan merupakan salah satu yang menjadi perhatian penting di setiap negara 

di dunia. Berbagai upaya dilakukan pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang difokuskan 

pada masalah pengentasan kemiskinan. Pendidikan dan kesehatan merupakan salah satu isu 

penting yang diperhatikan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Pendidikan dan kesehatan 
dalam berbagai penelitian menunjukkan signifikansi efektivitas dalam mereduksi kemiskinan 

disuatu negara. Dalam implementasi suatu kebijakan, tentunya pemerintah perlu melakukan 

stimulus melalui pengeluaran negara yang dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN) demi pencapaian tujuan yang diharapkan. Tak terkecuali Indonesia yang dalam 
hal ini juga melakukan upaya tersebut dengan menganggarkan stimulus fiskal utamanya pada 

aspek kesehatan dan pendidikan. 

Harapannya dengan peningkatan kualitas pendidikan serta kualitas kesehatan warga 
Indonesia, tingkat kemiskinan di Indonesia dapat direduksi dan bahkan dapat dientaskan. Hasil 

estimasi pada penelitian menunjukkan bahwa hubungan pengeluaran pemerintah sektor 

pendidikan terhadap kemiskinan adalah tidak signifikan. Sementara hubungan pengeluaran 
pemerintah sektor kesehatan terhadap kemiskinan adalah signifikan. Kemudian dapat 

disimpulkan bahwa secara simultan variabel pendidikan dan kesehatan berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel kemiskinan. Hasil estimasi juga menunjukkan bahwa variabel 

pendidikan memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap variabel kemiskinan. 
Artinya, ketika terjadi peningkatan pengeluaran pada sektor pendidikan akan mengurangi 

kemiskinan. Kemudian hasil estimasi juga menunjukkan bahwa variabel kesehatan memiliki 

hubungan positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. 
Artinya hasil tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran sektor kesehatan tidak 

mampu mengurangi kemiskinan di Indonesia. Namun, pemerintah terus melakukan upaya untuk 

mengentaskan kemiskinan di Indonesia dengan berbagai kebijakan serta program-program yang 
diimplementasikan. Program-program sektor kesehatan serta sektor pendidikan terus diupayakan 

demi mencapai tujuan yang diharapkan. Berdasarkan latar belakang, kajian pustaka serta hasil 

estimasi dalam penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan yaitu: (1) Pemerintah. Pemerintah 

selaku pemangku kebijakan, akan menjadi lebih baik apabila kebijakan yang dilakukan tidak 
tumpang tindih dengan kebijakan yang lainnya. Hal ini didasarkan pada masih banyaknya 

kebijakan di Indonesia dengan sasaran yang sama namun dilapisi dengan berbagai macam 

kebijakan. Sehingga, menjadi tidak efektif dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Pemugaran 
kebijakan diperlukan setelah dilakukan evaluasi serta disesuaikan dengan situasi dan kondisi 

dilapangan, hal ini bertujuan agar kebijakan yang ditetapkan lebih efektif dalam mencapai tujuan 

yang ditetapkan. 

Diperlukan upaya peningkatan dalam hal monitoring alokasi anggaran yang telah 
ditetapkan serta sejauh mana keberlangsungan dari program guna menghindari penyalahgunaan 

anggaran oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. (2) Masyarakat. Masyarakat hendaknya juga 

turut aktif dalam mendukung program yang dilakukan oleh pemerintah. Peran serta masyarakat 
dalam pelaksanaan suatu program merupakan kunci utama keberhasilan program tersebut, yang 

dalam konteks penelitian ini adalah terhadap upaya pengentasan kemiskinan melalui kebijakan 

dibidang kesehatan dan pendidikan. 
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